
KEPUTUSAN KOMISI I'BMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 03/Kpts/KPU-Ka b-0 I 2.329336/Tahun 20 I 5

TENTANG

PENETAPAN HARI DAN TANGGAL PBMUNGUTAN SUARA
PBMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALAhIG

TAHUN 2OI5

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAI}UPATEN PEMALANG,

SALINAN

a. bahwa untuk mclrrksrurakan ketentuan Pasal l3 huruf b
Undang-Undang ltcpublik Indonesia Nomor 8 Tahun 201 5
tentang Perubahan ntus tJndang-Undang Nomor I Tatrun 2015
tentang Penetapan l)crirturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor I 'l'irlrun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikola nrenjadi Undang-Undang, KPU
Kabupaten/Kota nrclnpunyai tugas dan wewenang antara lain
merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati scrta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk nrelaksanakan ketentuan pasal 6 huruf f Peraturan
Komisi Pemilihan lImum Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota
menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4) Perafuran
Komisi Pemilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Kota yang

menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan

Suara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/l(ota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a,huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang

Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

1. Undang-Undang Nomor l0 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinii Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tatrun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tatrun 1950

Nomor 42);

Menimbang

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tatrun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomcr aSaQ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tatrun 20ll tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambatran Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20ll tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

20ll Nomor l0l , Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 52aQ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintatr

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201 5

(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubatran Atas

Undang-Undang Nomor I Tatrun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor I

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tatrun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 567t1 ):

8. Peraturan Pcrncrittlttlt Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Kcuuttgtttt Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahttn 2(X)5 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik lntlorrcsia Nomor 4578);

9 . Peraturan Konrisi l)cttt ilihan Umum Nomor 05 Tatrun 2008

tentang Tata Kerja Kornisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

lJmum Provinsi dutt Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pemalang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 0l Tahun 2010;

10. Peraturan Komisi Pemitihan Umum Nomor 06 Tatrun 2008

tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 22Tahwr 2008;

I 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaman

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota @erita Negara

Republik Indonesia Tatrun 2015 Nomor 565);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEN,IILIHAN UMUM

TEN PEMALANG
Bagian Hukum

l2.Peraturan Konrisi l)cnrilihan Umum Nomor l0 Tahun 2015

tentang Pemungutnn clan Penghitungan Suara Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota clan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 201 5 Nomor 721);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44

Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 0l/I(pts/I(PU-Kab-012.329336/Tahun 2015 Tentang
Tatrapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015;

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pemalang tanggal 20 April 2015.

MEMUTUSKAN :

Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2015.

Hari dan Tanggal Pemungutan Suara sebagaimana dimalcsud pada
Diktum KESATU pada hari Rabu tanggal 9 (sembilan) bulan
Desember tatrun 2015.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 20 April 2015

Ketua,

ttd

ABDUL HAKIM
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